
BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVITISI MALUKU UTARA

PERATURAN DATRA}I I{ABUPATEIIT HALMAHERA BARA?
NOMOR 2 TAHUN 2A2g

?ESjrAlYG
PERUBAHAIT KEDUA A?AS PERA?URATT DAERAH KAEUPATEII TTALMA}IERA BARAT

ISOMOR 6 TAIIUIY 2016 TENTAI{G PEMBEI{TUI{AI{ DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEIU HALMA}IERA BARAT

DEIVGAI{ RAIIITIAT TUHAN YA![G MAIIA ESA

BUPA?I }IATMAHERA BARAT,

&{enimbang: a. bahwa memperhntikan ka.fian pemisahan OPD {re-organisasi} Llrusa*
kesehatan, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencal1.l, urusan
pengeiolaan keuangan daerah dan urusan petdapatan daerah -yang disusun
oleh Tim Propemperda pada tanggai 17 Fetrruari 2023, surat Gubernur
Maiuku Utara Nomor: 00i)8.8.1.21q84/SETDA ranggai 10 Aprii 202s perihal
Fasilitasi Penataan Kelembagaan, Surat Gnbrrnur Maluku Utara Nornor:
0008.8.1.1/ 181li SETDA tanggal L2 Juni 2023 perihal Rekomen(asi
Fasilitasi Penataan Perangkat f)aerah dan Surat Gubernur }\{algku Utara
Nornor: 144.3.2172/B.IluI{uM tanggal 14 Juni Zozs perihat pernberian
Nomor Register Ranperda Kabupaten Flatrmahera Barat, maka perlu
dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 'lahun 2016
tenta,ng Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera L3arat;

b. bahu.a pemisahan OPD sebagaimana ciimaksud huruf a, didasarkan dengan
pertimbangan teknis untuk rnernadahi OPD yang tepat fungsi, teraiah rian
terukur yang Lrerimplikasi rnenudang t-erciptanya Good Governance clalam

:iff3;:Hf.[Hll* 
Misi Kepala Daerah -vaitu meu'.u-iudkan F{ALBAR sEHA"r

c. bahw-a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunf a
rian hur"uf b, perlu menetapkan Peraturan l)aerah Kabupaten Halmahera
Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 ?ahun

AX*"1tr:";:r;;",0-ntukan 
dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Mengingat : 1. Undang-undang Nomnr 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-unrlang
Nomor '23 Darurat Tahrin 1957 tentang Fembentukan Daerah-Daerah
Swatanu:a Daerah ?ingkat II Dalam Wilayah Daerah Srnatantra Tingkat i
Maluku menjadi Undang-Undang;

2. Undang undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
unrlang Nornor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Malukr-l Utara,
Kabupaten Buru dan Katrupaten Maluku Tenggara Barat";

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupater:r
I{aimahera Utara, I{almahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur
dan Kota Tidore Ketrlulauan di Provinsi Maluku Utara;

4" lJndang-r-rndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
sebagaimana diubah clengan PERPU Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus l)isease 2A7g (COVID- l9l dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman .v.-ang Meurbahayakan Perekonomian Nasional
danf atau Stabilitas Sist.em Keuangan;

5. Undang-undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
setragaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2A2O tentang Kebijakan
lieuangan Negara dan Statrilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi
COViD-1q dan/atau dalam Rangka I\4enghadapi Ancarnan -yangMembahayakan Perekor:omian Nasional dan/atau Stabilitas Sistcm
Keuangan;
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6.Undang-undang Nornor l'2 Tahrin 201i tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undatrg
Nomor'15 Tairun 2019 tentang Perutratran atas Undang-Unclang Nomor 12
Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Llndangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Unrl.ang-Undang lt{omor z3 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keq'a;
.l0.Undang-undang Neimor 1 Tahun 2A22 tentang Flukrungan Keuangau antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Ncmor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja

Fegarvai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 'ZAL5 tentang Perangkat Daerah;
13.Pera1.uran Pemerintah Nornor 7'2 Tahun 2t)19 tentang PeruLrahan Atar+

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daeratr ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2A21 tentar:g Pen-velenggaraan
Perizinan Rerusaha di Daerah;

l5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun '2417 tentang Pedoman
Nornenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan l)aerah Kabupaten/Kota ,vang
Meiaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahal;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 l.ahun 2018 tenlang Perritrahan
Atas Perelturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ai5 tentang
Pembentukan Prorluk i{ukum Daerah;

l7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Perangkat
Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik;

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Fed*man
Nomenklatur dan Linit Kerja Sekretariat lfaerah Propinsi dan
Kabr-rpaten/Kota;

lg.Peraturan Menterj Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun ?OIq tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Nomenklatur, Perencana an Pembangunan dan Keuau gan l)aerah;

Z0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2A21 teniang l)inas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2L.Peraturan l)aerah Kabupaten Flalmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Ferangkat Daerah Kabupaten [lalmahera Barat;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nornor 2 Tahiln 2$21 t.entang
Perutrahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun 2A16 tent.ang Susunan Organisasi Perangkat Daerah i(aLrupaten
Halmahera Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAff PERWAKILAN RAI(YAT DATRAH KABUPATEIS HALMATIERA BARAT
dan

BUPATI HALI}IAIIERA EARAT

MEIITUTUSKAN:

MenetapKaN: PERUBAI{AN KEDUA ATAS PF]RATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHtrRA
BARAT NOMOR 6 'TA}]UN 2016 TENTANG I]EML]BNTUKAN DAN SUSI]NAN
PtrRANGKAT if AERA}] KABUPATEN HALMAHF]R.4 BAR,qT.

PASAL I

Ketentuan pasal 2 dalanr. Peraturan Daerah Kabupaten Flaimairera Barat Nomor 2 Tahun
'2*21 tentang Perubahan Atas Peraturan L)aerah 6 Tahun '2A16 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten l{alurahera Barat diubah dan diganti dengan rincian :

A. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 2 diganti dan diubah, sehingga berbunyi sel:agai
berikut:
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Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ir:i clilrent-uk Perangkat Daerah yang terdiri dari:

ri) Dinas l)aerah Kabupaten Halmahera Elarat terdiri dari ;

1. Dinas Pendidikan rlan Kebudavaan'lipe A, rnen1,'elenggarakan urusan pemerintahan
bidang I'endidikan rlan Ketxrdavaan;

). Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Kesehatan;

3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan
urrsan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

4. Dinas Perumahan, Kanvasan Permukirnan dan Lingkr"rngan F{idup Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan tridang Perurnahan, Kar,vasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup;

5. l)inas Satuan Polisi Parnong Praja dan Pernadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban Llmum, perlinrlungan
rnasyarakat dan urusan kebakaran;

6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungari Anak Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang liipe B, menyelenggarakan Llrusarr
pemerintahan bidang Pekeqjaan Umum dan Penataan Ruang;

8. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pernerintahan biriang
Perhubungan;

g. llinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Tipe A, menyelenggarakar:
urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM;

10, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan
Llrusan pernerintahan bidang Penanaman Modal dan Felayanan Terpadu Satu Pi-ntu;

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe A, rnenyelenggaiakan
urusan pemerintahan ttidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

12" Dinas Par"iw.isata dan Kepemudaan Olahraga 'i'ipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan Lririang Pariwisata dan Kepernudaan Oiahraga ;

1ii. Dfiras Perpustakaa.n dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Perpustakaan dan Kearsipan;

14. Dinas Kcpendudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urltsan
pemerintahan bidang Kepencluciukan dan Pencatatan Sipil;

15. Dinas Korninio, Statistik dan Persanrlian Tipe B, menl'elenggarakan urltsan
pemerintahan bidang Kominfc, Statistik dan Persandian;

16. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan
biclang Kelautan clan Perikanan;

1?. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggaratr<an ur-Llsan
pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;

PASAL II

hetentuan pasal 2 dalam Peraturan llaerah Kabupaten Hahnahern Rarat Nornnr 6 TahLrn

2016 tentang Pembenl"ukan dat Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
di*hah dan diganti dengan rincian :

&. Ketentuan Pasal 2 huruf e digar-rti dan diuhah, sehingga Lrerbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

e) Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengernbangan Daerah Katrupaten Flalmahera
Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjnng bidang perencana.an, fungsi
penelitian dan fungsi pengernbangan daerah.

x
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Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten l{almahera Barat Tipe B
melaksanakan fungsi penuqiang bidang keuangaa dan aset Daerah.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Ttpe B melaksanakan
fungsi penuujang btdang pendapatau Daerah.
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Hahnahera Barat Tipe A melaksanakal
fungsi penunj'ang kepegawaian dan Diklat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk
melaksanakan sub ufllsarr penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.

PASAL III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan f)aerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran llaerah Katrupat"en Halrnahera Barat

Ditetapkan di : .Iailolo
Pada tanggal : 15 J 2023

BUPATI BARAT,

I)iundangkan di : .Jailolo
pada tanggal : 15 Juni 2O').3

SEKRTTARIS DAERAH
KABUPATEIT IIALIUAIIERA BARA?,

*,*&,.RADJAI(
Nrsmar Register Pemerintah Propinsi Maluktt Utara { 2 / 2023 }
Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 Nomor ?

Salinan sesuai dengaru aslinga
Kepaia Bagian i{ukum dan Organisasi
Sekretariat rah Kab. Halrnahera Barat

2.

.,
!,.

+.

J.

Ass. Bid. Pem. & Kesra

Kabag Hukum & Orgs JAIVIES UAITG



PEI{JELASAN
PEEATURAIS DAERAII KABIIPATEIT HALMAHTRA BARAT

ITOMOR 2 TATIUIT 2ol28

TTIITAIIG
FEAUBA}IAIIT KEDUA AIAS PERATURA1Y DATRAII NABUPATEIT ITALMAIIIRA BARAT

roMoR 6 TAIIUTII 2A16 TtilTAI![G PEmBElrTUIrAfr DAIT SUSIUI$AIT PTRAITGI{,AT DATRAII
KABUPATTIT IIALilIATITRA BARAT

I. $HI'IE

bahr,r'a memperhatikan kajian pemisahan OPD {re-organisasi) urusan kesehatan,
Brusan pengendalian pendnduk dan keiriarga berencana, urusan pengelolaan
keuar:gan daerah dan urllsarr pendapatan daerah yang rlisusun oleh Tiin
Prapemperda pada tanggal 17 Fetiruari '2CI23, Surat Gubernur Maluku Utara
Nornor: 0008.8.1.'2/qB4lStrTDA tanggal 10 Apri-t 2A23 perihal Fasilitasi Penataan
Kelembagaan, Surat Guber:rur Maluku Utara Nomor: 0008.8.1. I l181i1StrTnA
tanggerl 12 Juni '2A23 perihal Rekomendasi Fasilitasi Penataan Perangkat f)aerah
clan Surat Gubernur Maluku lJtara Nomor: LAA3.2/72/B.TIUKUM tanggal 14 .Iuni
2023 perihal Pemberian Nomor Register Ranperda Kahupaten Halmahera l3arat,
maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nom*r 6 'fahun
')*16 tentang tentsng Susunam Organisasi Perangkat Daerah Kabnpaten
Halmahera Barat;

bahw'a pernisahan OPII sei:agaimana dirnaksucl hun:f a, didasarkar: dengan
peflimbangan teknis untuk mervadahi OPD yang tepat fungsi, terarah dan temkur
yang berimplikasi rnenunjang terciptan-v-a Gaod (k:ver:rance dalam menrlukung
Visi dan Misi Kepala Daerah r.aitu urervujuclkan I{ALBAR SB}{A'| dan StrJAHTIIRA"

II, PASAL DElTfi PASAI,

Pasai I
Cukup -jelas

Pasal II
Cukup..ielas

?ai:lbahan Ixmbaran Daerah Kabr-rpaten l{almahera Barat. Tahun 2023 Nomor 2


